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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui 

dan memahami aturan perjanjian jual beli tanah 

yang belum bersertifikat berdasarkan 

KUHPerdata dan untuk mengetahui dan 

memahami akibat hukum dari perjanjian jual beli 

tanah yang belum bersertifikat terhadap para 

pihak. Dengan menggunakan metode penelitian 

hukum normatif, dapat ditarik kesimpulan 1. 

Pengaturan perjanjian jual beli tanah yang belum 

bersertifikat berdasarkan KUHPerdata pada 

dasarnya tetap mengacu pada ketentuan umum 

perjanjian, khususnya syarat sah perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 

KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, 

kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab 

yang halal. 2. Akibat hukum dari perjanjian jual 

beli tanah yang belum bersertifikat terhadap para 

pihak berpotensi menimbulkan kerugian, baik dari 

segi kepastian hukum maupun perlindungan 

hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi prosedur 

formal dapat berujung pada batalnya perjanjian 

atau tidak dapat dilaksanakannya peralihan hak 

secara sah, sehingga menimbulkan sengketa di 

kemudian hari. Para pihak dapat dikembalikan 

pada keadaan semula (restitutio in integrum), 

yang berarti adanya kewajiban untuk 

mengembalikan prestasi masing-masing. Selain 

itu, pihak yang beritikad baik tetap berisiko 

dirugikan akibat lemahnya posisi hukum atas 

objek tanah yang belum memiliki sertifikat. 

 

Kata Kunci : jual beli tanah, belum bersertifikat, 

KUHPerdata 

 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Tanah memiliki peranan yang sangat penting 

bagi kehidupan manusia, karena merupakan 

tempat tinggal, sumber penghidupan, dan sarana 

pembangunan ekonomi. Dalam konteks hukum 

agraria di Indonesia, penguasaan dan pemilikan 

tanah diatur dengan ketat oleh negara sebagai 

pelaksana mandat Pasal 33 ayat (3) Undang-

                                                 
1  Artikel Skripsi 
2  Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010975 
3  Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum 
4  Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat.
5
 Amanat 

konstitusional ini menjadi dasar utama pengaturan 

hukum pertanahan di Indonesia yang 

menempatkan negara sebagai pengatur, pengelola, 

dan pelindung atas segala bentuk hak atas tanah. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, lahirlah 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), 

yang menjadi dasar utama pengaturan hukum 

agraria nasional.
6
 UUPA menegaskan asas 

penguasaan tanah oleh negara dan pengakuan hak-

hak perseorangan yang diatur dan dilindungi 

secara seimbang. Namun demikian, UUPA tidak 

serta-merta menghapus keberagaman sistem 

hukum adat, melainkan mengakomodasi dan 

menyatukannya dalam kerangka hukum nasional, 

sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 5 UUPA 

bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, 

dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang 

tidak bertentangan dengan kepentingan nasional 

dan negara.
7
 

Dalam praktiknya, jual beli tanah menjadi 

salah satu bentuk perjanjian perdata yang paling 

sering dilakukan masyarakat, baik terhadap tanah 

yang telah bersertifikat maupun yang belum 

bersertifikat. Secara yuridis, perjanjian jual beli 

diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan 

bahwa jual beli adalah suatu perjanjian dengan 

mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 

menyerahkan suatu benda, dan pihak yang lain 

untuk membayar harga yang telah dijanjikan.
8
 

Dengan demikian, jual beli merupakan perjanjian 

konsensual yang menimbulkan hak dan kewajiban 

bagi para pihak. 

Akan tetapi, jual beli tanah tidak hanya 

tunduk pada ketentuan KUHPerdata, melainkan 

juga tunduk pada ketentuan hukum agraria, 

terutama UUPA dan peraturan pelaksanaannya. 

Hal ini disebabkan karena objek jual beli berupa 

tanah termasuk benda tidak bergerak yang status 

kepemilikannya diatur dan diawasi oleh negara 

melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN).
9
 Oleh 
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karena itu, timbul permasalahan ketika perjanjian 

jual beli dilakukan terhadap tanah yang belum 

memiliki sertifikat, karena status kepemilikan 

belum memiliki bukti hukum yang kuat. 

Sertifikat tanah memiliki fungsi penting 

sebagai alat bukti hak yang sah sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, 

yang menyebutkan bahwa sertifikat merupakan 

alat pembuktian yang kuat mengenai hak atas 

tanah yang dimaksud.
10

 Dengan demikian, tanah 

yang belum bersertifikat dapat menimbulkan 

potensi sengketa karena lemahnya alat bukti 

kepemilikan yang dapat ditunjukkan oleh penjual 

atau pembeli. 

Dalam praktik masyarakat, transaksi jual beli 

tanah yang belum bersertifikat sering dilakukan 

hanya berdasarkan bukti penguasaan fisik atau 

surat keterangan tanah dari kepala desa/lurah.
11

 

Meskipun secara sosial transaksi tersebut sah di 

mata masyarakat adat setempat, namun secara 

yuridis perjanjian tersebut tidak memiliki 

kekuatan hukum sempurna, karena belum 

memenuhi unsur formil sebagaimana diatur dalam 

peraturan pertanahan. Akibatnya, muncul risiko 

hukum bagi pihak pembeli apabila kemudian hari 

terdapat klaim dari pihak lain terhadap objek 

tanah yang sama. 

Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 

Pendaftaran Tanah, disebutkan bahwa peralihan 

hak atas tanah hanya dapat didaftarkan apabila 

dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat 

Pembuat Akta Tanah (PPAT).
12

 Artinya, tanpa 

sertifikat dan tanpa akta otentik dari PPAT, 

perjanjian jual beli tidak dapat didaftarkan secara 

resmi, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum 

publik terhadap kepemilikan tanah. 

Di sisi lain, jual beli tanah yang belum 

bersertifikat sering kali terjadi di wilayah 

pedesaan dan daerah tertinggal di mana program 

pendaftaran tanah belum menyentuh seluruh 

wilayah.
13

 Oleh sebab itu, secara sosiologis, 

praktik ini dianggap lumrah sebagai bagian dari 

kebiasaan masyarakat yang memanfaatkan hukum 

adat untuk mengatur penguasaan dan peralihan 

tanah. Namun, hal ini menimbulkan persoalan 

hukum ketika perjanjian tersebut dihadapkan 

dengan sistem hukum nasional yang 

mensyaratkan kepastian administratif. 
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Dalam konteks hukum perdata, sahnya suatu 

perjanjian jual beli tunduk pada ketentuan Pasal 

1320 KUHPerdata tentang syarat sah perjanjian, 

yakni kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, 

dan sebab yang halal.
14

 Selama keempat unsur ini 

terpenuhi, maka perjanjian jual beli tanah, 

meskipun terhadap tanah yang belum bersertifikat, 

tetap sah secara perdata. Namun, secara 

administratif perjanjian tersebut belum sempurna 

karena tidak dapat didaftarkan dalam sistem 

pertanahan nasional. 

Permasalahan ini menjadi kompleks karena 

melibatkan dua rezim hukum sekaligus, yaitu 

hukum perdata yang mengatur tentang perjanjian, 

dan hukum agraria yang mengatur tentang 

kepemilikan dan pendaftaran hak atas tanah.
15

 

Ketika kedua sistem ini saling bersinggungan, 

diperlukan interpretasi hukum yang proporsional 

agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum 

bagi masyarakat. 

Dengan demikian, kajian mengenai 

perjanjian jual beli tanah yang belum bersertifikat 

memiliki urgensi tinggi karena menyangkut 

kepastian hukum, perlindungan hukum, serta 

keadilan bagi para pihak.
16

 Dalam hal ini, Pasal 

1457 KUHPerdata menjadi titik awal untuk 

menilai sah atau tidaknya suatu perjanjian jual 

beli secara perdata, sedangkan UUPA dan 

peraturan pelaksananya memberikan batasan 

administratif terhadap kepemilikan hak atas tanah. 

Selain itu, dari perspektif hukum 

administrasi, perjanjian jual beli tanah tanpa 

sertifikat berpotensi melanggar ketentuan Pasal 3 

huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 yang menekankan pentingnya kepastian 

hukum dalam pendaftaran tanah.
17

 Oleh karena 

itu, kebijakan pemerintah dalam percepatan 

sertifikasi tanah menjadi relevan untuk 

meminimalkan praktik jual beli tanah yang belum 

bersertifikat. 

Pendaftaran tanah tidak hanya memberikan 

kepastian hukum bagi pemilik, tetapi juga 

berfungsi melindungi hak-hak pihak ketiga seperti 

pembeli dan kreditor.
18

 Tanpa adanya sertifikat, 

sulit bagi pihak yang berkepentingan untuk 

menelusuri status hukum tanah yang 

bersangkutan, sehingga menimbulkan potensi 

kerugian dan sengketa. Dalam konteks yuridis, 
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perjanjian jual beli tanah yang belum bersertifikat 

termasuk dalam kategori perjanjian di bawah 

tangan, yang memiliki kekuatan pembuktian 

terbatas.
19

 Artinya, akta tersebut hanya mengikat 

para pihak yang menandatanganinya, tetapi tidak 

memiliki kekuatan hukum terhadap pihak ketiga. 

Hal ini berbeda dengan akta otentik yang dibuat 

oleh PPAT, yang memiliki kekuatan hukum 

publik. 

Praktik jual beli tanah di Indonesia tidak 

selalu berjalan sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. Dalam realitas sosial (das sein), 

masih banyak ditemukan transaksi jual beli tanah 

yang dilakukan secara di bawah tangan, terutama 

terhadap tanah yang belum bersertifikat. Kondisi 

ini seringkali dilatarbelakangi oleh faktor 

kepercayaan, kebutuhan ekonomi, serta kurangnya 

pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum 

pertanahan. Namun demikian, praktik tersebut 

berpotensi menimbulkan sengketa hukum di 

kemudian hari, sebagaimana tercermin dalam 

perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi 

Denpasar melalui Putusan Nomor 

75/PDT/2016/PT.DPS.
20

 

Kasus ini bermula dari adanya transaksi jual 

beli sebidang tanah yang belum memiliki 

sertifikat hak atas tanah. Transaksi tersebut 

dilakukan secara di bawah tangan, tanpa melalui 

prosedur resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta 

Tanah (PPAT). Dalam praktiknya, pihak pembeli 

telah menyerahkan sejumlah uang kepada pihak 

penjual sebagai bentuk pembayaran atas tanah 

yang diperjanjikan. Menariknya, dalam proses 

transaksi tersebut terdapat keterlibatan seorang 

notaris/PPAT sebagai perantara, yang seharusnya 

dapat menjamin kepastian hukum, namun pada 

kenyataannya prosedur hukum yang semestinya 

tidak dijalankan secara lengkap. Permasalahan 

mulai muncul ketika proses peralihan hak atas 

tanah tidak dapat dilaksanakan secara sah sesuai 

dengan ketentuan hukum pertanahan yang 

berlaku. Status tanah yang belum bersertifikat 

menyebabkan objek perjanjian menjadi tidak jelas 

dari segi legalitas, sehingga menghambat proses 

balik nama atau pendaftaran hak atas tanah. 

Kondisi ini menimbulkan sengketa antara para 

pihak, khususnya terkait dengan keabsahan 

perjanjian jual beli yang telah dilakukan.
21

 

Berdasarkan asas lex specialis derogat legi 

generali, ketentuan hukum agraria sebagai hukum 

khusus mengesampingkan ketentuan hukum 

perdata yang bersifat umum dalam hal yang 
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sama.
22

 Oleh karena itu, dalam jual beli tanah, 

ketentuan dalam UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 

1997 lebih diutamakan dibandingkan 

KUHPerdata, meskipun perjanjian tersebut sah 

secara perdata. Namun, dalam praktik hukum, 

hakim sering kali menilai sahnya perjanjian jual 

beli tanah berdasarkan prinsip keadilan substantif, 

bukan sekadar formalitas administratif.
23

  

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian skripsi 

ini berupaya untuk menganalisis keabsahan 

perjanjian jual beli tanah yang belum bersertifikat 

dalam perspektif Pasal 1457 KUHPerdata, serta 

menilai akibat hukumnya terhadap para pihak 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dengan adanya kajian ini diharapkan 

dapat memberikan pemahaman mengenai batasan 

dan ruang lingkup sahnya perjanjian jual beli 

tanah dalam konteks hukum nasional, serta 

menjadi bahan rekomendasi bagi pembuat 

kebijakan dalam memperkuat sistem pendaftaran 

tanah. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana aturan perjanjian jual beli tanah 

yang belum bersertifikat berdasarkan 

KUHPerdata? 

2. Bagaimana akibat hukum dari perjanjian jual 

beli tanah yang belum bersertifikat terhadap 

para pihak? 

 

C. Metode Penelitian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Metode Yuridis Normatif.  

 

PEMBAHASAN 

A. Aturan Perjanjian Jual Beli Tanah Yang 

Belum Bersertifikat Berdasarkan KUH 

Perdata 

Perjanjian jual beli merupakan salah satu 

bentuk perikatan yang diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), 

khususnya dalam Buku III tentang Perikatan. 

Secara normatif, jual beli didefinisikan dalam 

Pasal 1457 KUH Perdata sebagai suatu perjanjian 

di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya 

untuk menyerahkan suatu benda, dan pihak yang 

lain untuk membayar harga yang telah 

dijanjikan.
24

 Definisi ini menunjukkan bahwa 

esensi jual beli terletak pada adanya kesepakatan 

mengenai objek dan harga sebagai unsur utama. 

Dalam konteks hukum perdata, sah atau 

tidaknya suatu perjanjian ditentukan oleh 
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ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang 

mensyaratkan empat unsur, yaitu kesepakatan 

para pihak, kecakapan hukum, suatu objek 

tertentu, dan causa yang halal.
25

 Keempat syarat 

ini bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu 

syarat tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat 

dinyatakan batal atau batal demi hukum. Hal ini 

menjadi dasar penting dalam menilai keabsahan 

perjanjian jual beli tanah, termasuk tanah yang 

belum bersertifikat. 

Tanah sebagai objek jual beli memiliki 

karakteristik khusus karena selain tunduk pada 

KUH Perdata, juga diatur dalam hukum agraria 

nasional. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 

(UUPA) menegaskan bahwa hak atas tanah harus 

didaftarkan untuk menjamin kepastian hukum.
26

 

Dengan demikian, meskipun perjanjian jual beli 

dapat dilakukan berdasarkan KUH Perdata, 

peralihan hak atas tanah tetap harus memenuhi 

ketentuan hukum agraria. 

Dalam praktiknya, jual beli tanah yang belum 

bersertifikat sering dilakukan secara di bawah 

tangan. Secara teoritis, perjanjian di bawah tangan 

tetap sah sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 

KUH Perdata. Namun, perjanjian tersebut hanya 

memiliki kekuatan pembuktian terbatas dan tidak 

dapat digunakan sebagai dasar pendaftaran hak 

atas tanah.
27

 Hal ini menunjukkan adanya 

perbedaan antara keabsahan secara perdata dan 

keabsahan secara administratif. 

Prinsip konsensualisme dalam KUH Perdata 

menyatakan bahwa suatu perjanjian telah sah 

sejak tercapainya kesepakatan para pihak.
28

 

Dengan demikian, jual beli tanah secara di bawah 

tangan sebenarnya telah mengikat para pihak. 

Namun, dalam konteks hukum pertanahan, prinsip 

ini tidak cukup untuk menjamin kepastian hukum 

karena diperlukan formalitas tertentu, seperti 

pembuatan akta oleh PPAT. 

Kewajiban penggunaan akta otentik dalam 

jual beli tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran 

Tanah. Dalam Pasal 37 ayat (1) disebutkan bahwa 

peralihan hak atas tanah melalui jual beli hanya 

dapat didaftarkan apabila dibuktikan dengan akta 

yang dibuat oleh PPAT.
29

 Ketentuan ini 

menunjukkan bahwa aspek formal memiliki 

                                                 
25  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320. 
26  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-

Pokok Agraria. 
27 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 

45. 
28  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Bandung: 

Citra Aditya Bakti, 2006, hlm. 12. 
29  Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang 
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peranan penting dalam menentukan keabsahan 

peralihan hak. 

Perbedaan antara hukum perdata dan hukum 

agraria seringkali menimbulkan permasalahan 

dalam praktik. KUH Perdata lebih menekankan 

pada aspek kesepakatan, sedangkan hukum 

agraria menekankan pada aspek formalitas dan 

pendaftaran. Hal ini menyebabkan jual beli tanah 

yang sah secara perdata belum tentu sah secara 

administratif. 

Kondisi tersebut tercermin dalam praktik jual 

beli tanah di Indonesia yang tidak selalu berjalan 

sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam realitas 

sosial (das sein), masih banyak ditemukan 

transaksi jual beli tanah yang dilakukan secara di 

bawah tangan, terutama terhadap tanah yang 

belum bersertifikat.
30

 Faktor kepercayaan dan 

kebutuhan ekonomi seringkali menjadi alasan 

utama masyarakat melakukan praktik tersebut. 

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap 

prosedur hukum pertanahan juga menjadi faktor 

penyebab maraknya transaksi informal. Banyak 

masyarakat yang belum memahami pentingnya 

sertifikat sebagai alat bukti hak yang kuat. Hal ini 

berdampak pada meningkatnya potensi sengketa 

di kemudian hari. 

Salah satu contoh nyata dapat dilihat dalam 

Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 

75/PDT/2016/PT.DPS. Kasus ini bermula dari 

transaksi jual beli tanah yang belum bersertifikat 

dan dilakukan secara di bawah tangan tanpa 

melibatkan PPAT secara sah.
31

 Meskipun terdapat 

keterlibatan notaris/PPAT sebagai perantara, 

prosedur hukum tidak dijalankan secara lengkap. 

Dalam kasus tersebut, pihak pembeli telah 

menyerahkan sejumlah uang sebagai pembayaran 

atas tanah yang diperjanjikan. Namun, karena 

tidak adanya akta otentik dan status tanah yang 

belum jelas, proses peralihan hak tidak dapat 

dilakukan. Hal ini menimbulkan sengketa antara 

para pihak. 

Pengadilan dalam pertimbangannya menilai 

bahwa perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat 

sah perjanjian, khususnya terkait objek yang tidak 

jelas status hukumnya. Selain itu, tidak 

dipenuhinya prosedur formal dalam jual beli tanah 

menjadi alasan kuat untuk menyatakan perjanjian 

tersebut tidak sah. Putusan tersebut menegaskan 

bahwa keberadaan akta PPAT bukan sekadar 

formalitas, melainkan syarat penting dalam 

menjamin kepastian hukum. Tanpa akta tersebut, 

perjanjian jual beli tanah tidak dapat dijadikan 

dasar untuk pendaftaran hak. 
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Dari perspektif hukum, objek perjanjian 

harus jelas dan dapat ditentukan. Dalam kasus 

tanah yang belum bersertifikat, seringkali terjadi 

ketidakjelasan mengenai batas, luas, dan status 

kepemilikan tanah. Hal ini dapat menyebabkan 

objek perjanjian menjadi tidak memenuhi syarat 

objektif dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain 

itu, aspek itikad baik juga menjadi faktor penting 

dalam perjanjian. KUH Perdata menghendaki agar 

setiap perjanjian dilaksanakan dengan itikad 

baik.
32

 Dalam kasus tersebut, meskipun para pihak 

mungkin memiliki itikad baik, ketidakpatuhan 

terhadap prosedur hukum tetap menimbulkan 

akibat hukum yang merugikan. 

Peran notaris/PPAT dalam transaksi tanah 

seharusnya menjamin kepastian hukum. Namun, 

dalam praktik, tidak jarang terjadi penyimpangan 

prosedur yang justru menimbulkan masalah 

hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya 

profesionalisme dan kepatuhan terhadap 

peraturan. 

 

B. Akibat Hukum Dari Perjanjian Jual Beli 

Tanah Yang Belum Bersertifikat Terhadap 

Para Pihak 

Perjanjian jual beli tanah yang belum 

bersertifikat menimbulkan berbagai akibat hukum 

yang kompleks, terutama karena adanya dualisme 

pengaturan antara hukum perdata dan hukum 

agraria. Dalam perspektif Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUH Perdata), setiap perjanjian 

yang memenuhi syarat Pasal 1320 pada dasarnya 

sah dan mengikat para pihak sebagai undang-

undang.
33

 Namun demikian, dalam konteks objek 

berupa tanah, keberlakuan hukum perdata tersebut 

tidak dapat dilepaskan dari ketentuan hukum 

agraria yang mengatur secara khusus mengenai 

peralihan hak atas tanah. 

Akibat hukum pertama yang timbul adalah 

terbentuknya hubungan hukum berupa perikatan 

antara penjual dan pembeli. Berdasarkan Pasal 

1338 KUH Perdata, perjanjian yang dibuat secara 

sah berlaku sebagai undang-undang bagi para 

pihak yang membuatnya.
34

 Hal ini berarti bahwa 

meskipun tanah belum bersertifikat dan transaksi 

dilakukan di bawah tangan, para pihak tetap 

terikat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya 

sesuai isi perjanjian. Namun demikian, akibat 

hukum tersebut hanya berlaku dalam lingkup 

hubungan keperdataan semata, dan tidak serta 

merta memberikan kepastian hukum terhadap 

status kepemilikan tanah. Hal ini disebabkan 
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karena peralihan hak atas tanah menurut hukum 

agraria harus dilakukan melalui prosedur formal, 

yaitu dengan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah 

(PPAT) dan pendaftaran di kantor pertanahan.
35

 

Tanpa prosedur tersebut, hak atas tanah tidak 

dapat beralih secara yuridis. 

Akibat hukum berikutnya adalah timbulnya 

ketidakpastian hukum bagi pihak pembeli. 

Pembeli yang telah melakukan pembayaran dan 

bahkan menguasai tanah secara fisik tidak 

otomatis diakui sebagai pemilik sah menurut 

hukum. Dalam kondisi ini, pembeli hanya 

memiliki hak keperdataan terhadap penjual, bukan 

hak kebendaan atas tanah tersebut.
36

 

Keadaan ini menunjukkan adanya perbedaan 

antara penguasaan fisik (bezit) dan kepemilikan 

yuridis (eigendom). Dalam KUH Perdata, 

penguasaan fisik tidak selalu mencerminkan 

kepemilikan yang sah, terutama apabila tidak 

didukung oleh alat bukti yang kuat seperti 

sertifikat. Oleh karena itu, pembeli berada dalam 

posisi hukum yang lemah. Selain itu, perjanjian 

jual beli tanah yang belum bersertifikat berpotensi 

dinyatakan batal atau batal demi hukum apabila 

tidak memenuhi syarat objektif, khususnya 

mengenai objek tertentu. Pasal 1320 KUH Perdata 

mensyaratkan bahwa objek perjanjian harus jelas 

dan dapat ditentukan.
37

 Apabila status tanah tidak 

jelas, maka perjanjian tersebut dapat dianggap 

cacat hukum. 

Akibat hukum lain yang dapat timbul adalah 

potensi wanprestasi. Wanprestasi terjadi apabila 

salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya 

sebagaimana diperjanjikan. Dalam kasus jual beli 

tanah yang belum bersertifikat, wanprestasi dapat 

terjadi ketika penjual tidak dapat menyerahkan 

hak atas tanah secara sah kepada pembeli.
38

 

Dalam kondisi wanprestasi, pihak yang 

dirugikan berhak menuntut ganti rugi, pembatalan 

perjanjian, atau pemenuhan prestasi melalui 

pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUH 

Perdata yang memberikan dasar hukum bagi 

tuntutan ganti rugi akibat tidak dipenuhinya 

perikatan.
39

 

Akibat hukum lainnya adalah potensi 

terjadinya perbuatan melawan hukum 

(onrechtmatige daad). Apabila penjual dengan 

sengaja menjual tanah yang statusnya tidak jelas 

atau bukan miliknya, maka perbuatan tersebut 
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dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan 

hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 

KUH Perdata.
40

 

Dalam praktik, kondisi ini seringkali 

menimbulkan sengketa hukum yang berujung 

pada proses peradilan. Hal ini sebagaimana 

tercermin dalam Putusan Pengadilan Tinggi 

Denpasar Nomor 75/PDT/2016/PT.DPS, yang 

menunjukkan adanya konflik akibat jual beli tanah 

yang belum bersertifikat dan dilakukan di bawah 

tangan.
41

 

Dalam kasus tersebut, pembeli telah 

memenuhi kewajibannya dengan melakukan 

pembayaran, namun penjual tidak dapat 

menyerahkan hak atas tanah secara sah karena 

tidak adanya sertifikat dan tidak dilakukan melalui 

PPAT. Hal ini menimbulkan kerugian bagi 

pembeli. 

Pengadilan dalam pertimbangannya 

menyatakan bahwa perjanjian tersebut tidak 

memiliki kekuatan hukum yang cukup untuk 

dijadikan dasar peralihan hak atas tanah. 

Akibatnya, perjanjian tersebut dinyatakan tidak 

sah atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat 

secara sempurna. 

Akibat hukum yang timbul dari putusan 

tersebut adalah batalnya perjanjian dan kewajiban 

para pihak untuk dikembalikan pada keadaan 

semula (restitutio in integrum). Hal ini berarti 

bahwa penjual harus mengembalikan uang yang 

telah diterima, dan pembeli harus mengembalikan 

penguasaan atas tanah.  

Konsep ini merupakan prinsip fundamental 

dalam hukum perdata yang bertujuan untuk 

menghapus segala akibat hukum dari perjanjian 

yang dinyatakan tidak sah. Dengan demikian, 

hubungan hukum yang sebelumnya terjalin antara 

para pihak dianggap tidak pernah ada. Keadaan ini 

menempatkan para pihak kembali pada posisi 

sebelum perjanjian dibuat. Oleh karena itu, tidak 

ada lagi hak dan kewajiban yang mengikat 

sebagaimana yang sebelumnya diperjanjikan. 

Dalam konteks tersebut, kewajiban 

pengembalian menjadi konsekuensi utama dari 

pembatalan perjanjian. Pihak penjual diwajibkan 

untuk mengembalikan seluruh pembayaran yang 

telah diterima dari pembeli. Hal ini merupakan 

bentuk tanggung jawab hukum atas tidak 

terpenuhinya prestasi yang diperjanjikan. 

Sementara itu, pihak pembeli juga memiliki 

kewajiban untuk mengembalikan objek yang telah 

dikuasainya, dalam hal ini tanah yang menjadi 

objek perjanjian. Dengan demikian, terjadi 
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pemulihan keadaan secara timbal balik antara para 

pihak. 

Penerapan prinsip restitutio in integrum juga 

mencerminkan asas keadilan dalam hukum 

perdata. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah 

adanya pihak yang dirugikan secara tidak adil 

akibat perjanjian yang tidak sah. Apabila salah 

satu pihak tetap memperoleh keuntungan dari 

perjanjian yang batal, maka hal tersebut akan 

bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan. 

Oleh karena itu, pengembalian keadaan semula 

menjadi solusi yang paling proporsional dalam 

menyelesaikan sengketa. Selain itu, pembatalan 

perjanjian juga menghilangkan dasar hukum bagi 

penguasaan objek oleh pihak pembeli. Tanpa 

adanya perjanjian yang sah, penguasaan atas tanah 

tidak lagi memiliki legitimasi hukum. Hal ini 

berarti bahwa pembeli tidak dapat 

mempertahankan penguasaan tersebut secara 

yuridis. Dalam kondisi tertentu, penguasaan yang 

tetap dipertahankan bahkan dapat dikategorikan 

sebagai perbuatan melawan hukum apabila 

merugikan pihak lain. Lebih lanjut, akibat hukum 

ini juga berdampak pada aspek pembuktian dalam 

hukum. Dengan batalnya perjanjian, alat bukti 

yang sebelumnya digunakan untuk menunjukkan 

adanya hubungan hukum menjadi tidak relevan. 

Dokumen atau perjanjian di bawah tangan yang 

digunakan sebagai dasar transaksi kehilangan 

kekuatan hukumnya. Hal ini menunjukkan 

pentingnya penggunaan alat bukti yang sah dan 

kuat dalam setiap transaksi, khususnya yang 

berkaitan dengan tanah. 

Dalam praktiknya, penerapan restitutio in 

integrum tidak selalu berjalan sederhana. 

Terkadang terdapat kendala dalam proses 

pengembalian, seperti ketidakmampuan penjual 

untuk mengembalikan uang atau adanya 

perubahan kondisi objek tanah. Kondisi ini dapat 

menimbulkan sengketa lanjutan antara para pihak. 

Oleh karena itu, diperlukan mekanisme 

penyelesaian yang adil dan efektif untuk 

memastikan bahwa prinsip tersebut dapat 

diterapkan secara optimal. Selain itu, pembatalan 

perjanjian juga dapat menimbulkan kerugian 

tambahan bagi pihak pembeli, seperti biaya yang 

telah dikeluarkan selama proses transaksi. Biaya 

tersebut dapat berupa biaya administrasi, 

pengurusan dokumen, maupun biaya lain yang 

terkait. Dalam hal ini, pembeli berpotensi 

menuntut ganti rugi apabila dapat dibuktikan 

adanya kesalahan atau kelalaian dari pihak 

penjual. Hal ini menunjukkan bahwa akibat 

hukum pembatalan tidak hanya terbatas pada 

pengembalian objek dan uang, tetapi juga dapat 

meluas pada aspek ganti rugi. 



Dari sudut pandang hukum agraria, 

pembatalan perjanjian juga menghambat proses 

peralihan hak atas tanah. Tanpa adanya perjanjian 

yang sah, proses pendaftaran tanah tidak dapat 

dilakukan. Hal ini menyebabkan tidak tercapainya 

tujuan utama dari transaksi, yaitu memperoleh 

kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Dengan 

demikian, pembatalan perjanjian memiliki 

implikasi yang signifikan terhadap status hukum 

tanah tersebut. 

Dalam konteks sosial, kondisi ini juga 

mencerminkan rendahnya kesadaran hukum 

masyarakat dalam melakukan transaksi tanah. 

Banyak masyarakat yang masih mengandalkan 

kepercayaan tanpa memperhatikan aspek legalitas. 

Hal ini menunjukkan perlunya edukasi hukum 

yang lebih intensif agar masyarakat memahami 

risiko yang dapat timbul dari transaksi yang tidak 

sesuai prosedur. Dengan meningkatnya kesadaran 

hukum, diharapkan praktik-praktik yang 

berpotensi menimbulkan sengketa dapat 

diminimalisir. 

Pada akhirnya, penerapan prinsip restitutio in 

integrum dalam pembatalan perjanjian jual beli 

tanah yang belum bersertifikat merupakan bentuk 

perlindungan hukum bagi para pihak. Prinsip ini 

memastikan bahwa tidak ada pihak yang 

dirugikan secara tidak adil akibat perjanjian yang 

tidak sah. Namun demikian, untuk menghindari 

terjadinya pembatalan dan akibat hukum yang 

merugikan, sangat penting bagi para pihak untuk 

mematuhi ketentuan hukum yang berlaku sejak 

awal. Dengan demikian, kepastian hukum dan 

keadilan dalam transaksi tanah dapat terwujud 

secara optimal. Selain itu, perjanjian yang tidak 

memenuhi syarat formil juga tidak dapat dijadikan 

dasar untuk pendaftaran tanah. Hal ini berdampak 

pada tidak dapat diterbitkannya sertifikat atas 

nama pembeli, sehingga pembeli kehilangan 

kesempatan untuk memperoleh kepastian hukum 

atas tanah tersebut.
42

 Dari perspektif perlindungan 

hukum, keadaan ini menunjukkan bahwa pembeli 

berada dalam posisi yang sangat rentan. Tanpa 

sertifikat, pembeli tidak memiliki alat bukti yang 

kuat untuk mempertahankan haknya apabila 

terjadi sengketa dengan pihak lain. 

Akibat hukum lainnya adalah terbukanya 

kemungkinan adanya pihak ketiga yang 

mengklaim hak atas tanah tersebut. Karena tanah 

belum terdaftar secara resmi, maka sangat 

mungkin terjadi tumpang tindih klaim 

kepemilikan yang dapat memperumit sengketa. 

Dalam teori hukum, sebagaimana dikemukakan 

oleh Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum 
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bertujuan untuk memberikan kepastian dan 

keadilan bagi masyarakat.
43

 Dalam konteks ini, 

ketiadaan sertifikat menunjukkan lemahnya 

perlindungan hukum terhadap pembeli. Selain itu, 

menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum 

sangat dipengaruhi oleh kesadaran hukum 

masyarakat.
44

 Praktik jual beli tanah di bawah 

tangan menunjukkan bahwa kesadaran hukum 

masyarakat masih rendah. 

Akibat hukum lainnya adalah potensi 

timbulnya sengketa berkepanjangan yang 

memerlukan biaya dan waktu yang tidak sedikit. 

Hal ini tentu merugikan para pihak, terutama 

pihak yang beritikad baik. Dalam perspektif 

hukum agraria, keberadaan sertifikat merupakan 

alat bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

Tanpa sertifikat, posisi hukum seseorang terhadap 

tanah menjadi tidak jelas dan sulit 

dipertahankan.
45

 Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa perjanjian jual beli tanah yang 

belum bersertifikat menimbulkan berbagai akibat 

hukum yang merugikan para pihak, terutama 

dalam hal kepastian hukum, perlindungan hukum, 

dan potensi sengketa. Oleh karena itu, penting 

bagi masyarakat untuk memahami dan mematuhi 

prosedur hukum yang berlaku dalam transaksi 

tanah. 

Sengketa semacam ini umumnya berawal 

dari ketidakjelasan status hukum objek tanah yang 

diperjualbelikan. Ketika tidak terdapat bukti 

kepemilikan yang kuat, para pihak cenderung 

mempertahankan klaimnya masing-masing. Hal 

ini menyebabkan konflik menjadi semakin 

kompleks dan sulit diselesaikan. Proses 

penyelesaian sengketa yang berlarut-larut tentu 

berdampak pada stabilitas hubungan hukum antar 

pihak. Selain itu, kondisi ini juga berpotensi 

menimbulkan ketegangan sosial di lingkungan 

masyarakat sekitar. 

Dalam praktiknya, sengketa tanah seringkali 

melibatkan proses litigasi di pengadilan yang 

memakan waktu lama. Proses peradilan dari 

tingkat pertama hingga kasasi bahkan peninjauan 

kembali dapat berlangsung bertahun-tahun. 

Selama proses tersebut berlangsung, para pihak 

harus mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, baik 

untuk biaya perkara maupun biaya pendampingan 

hukum. Keadaan ini jelas merugikan, terutama 

bagi pihak yang memiliki keterbatasan ekonomi. 

Bahkan tidak jarang, nilai kerugian yang 
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ditanggung melebihi nilai objek tanah itu sendiri. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa sengketa tanah 

bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga 

persoalan ekonomi. 

Kerugian akibat sengketa berkepanjangan 

juga dirasakan oleh pihak yang beritikad baik. 

Pihak yang telah melaksanakan kewajibannya 

secara jujur dan sesuai kesepakatan justru dapat 

dirugikan karena kelemahan aspek legalitas. 

Dalam banyak kasus, pembeli yang telah 

membayar lunas tidak dapat memperoleh hak atas 

tanah karena tidak adanya sertifikat. Hal ini 

menunjukkan adanya ketidakseimbangan 

perlindungan hukum dalam praktik. Oleh karena 

itu, itikad baik saja tidak cukup tanpa didukung 

oleh kepatuhan terhadap prosedur hukum yang 

berlaku. Kepastian hukum menjadi faktor utama 

dalam melindungi kepentingan para pihak. 

Dalam perspektif hukum agraria, keberadaan 

sertifikat memiliki peranan yang sangat penting 

sebagai alat bukti yang kuat. Hal ini sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sertifikat 

merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai 

alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik 

dan data yuridis tanah. Dengan adanya sertifikat, 

pemegang hak memiliki kepastian hukum atas 

tanah yang dimilikinya. Oleh karena itu, sertifikat 

menjadi instrumen utama dalam mencegah 

terjadinya sengketa. Tanpa sertifikat, posisi 

hukum seseorang menjadi lemah dan rentan 

dipersoalkan. 

Ketiadaan sertifikat menyebabkan 

ketidakjelasan mengenai siapa pemilik sah atas 

suatu bidang tanah. Hal ini membuka peluang 

bagi munculnya klaim ganda atau bahkan 

sengketa dengan pihak ketiga. Dalam kondisi 

demikian, pembuktian kepemilikan menjadi 

sangat sulit karena tidak adanya dokumen resmi 

yang diakui negara. Para pihak hanya dapat 

mengandalkan bukti-bukti tidak langsung seperti 

kwitansi atau surat pernyataan. Bukti-bukti 

tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang 

terbatas di hadapan hukum. Akibatnya, 

penyelesaian sengketa menjadi semakin rumit dan 

tidak pasti. Selain itu, sengketa tanah yang 

berkepanjangan juga berdampak pada 

terganggunya pemanfaatan tanah. Tanah yang 

sedang dalam sengketa umumnya tidak dapat 

dimanfaatkan secara optimal oleh para pihak. 

Aktivitas pembangunan atau pengelolaan tanah 

menjadi terhambat karena adanya ketidakpastian 

status hukum. Hal ini tentu merugikan dari segi 

ekonomi, karena tanah tidak dapat memberikan 

manfaat yang maksimal. Dalam jangka panjang, 

kondisi ini dapat menghambat pembangunan dan 

pertumbuhan ekonomi di suatu wilayah. Oleh 

karena itu, kepastian hukum atas tanah sangat 

diperlukan untuk mendukung pembangunan. 

Sengketa yang tidak terselesaikan juga 

berpotensi menimbulkan konflik sosial yang lebih 

luas. Dalam beberapa kasus, sengketa tanah dapat 

memicu perselisihan antar keluarga, kelompok 

masyarakat, bahkan antar lembaga. Konflik 

semacam ini tidak hanya berdampak pada para 

pihak yang bersengketa, tetapi juga pada stabilitas 

sosial di lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, 

penyelesaian sengketa tanah tidak hanya penting 

dari sisi hukum, tetapi juga dari sisi sosial. 

Pencegahan sengketa menjadi langkah yang lebih 

efektif dibandingkan penyelesaiannya. 

Dalam konteks ini, pendaftaran tanah 

menjadi instrumen penting dalam menciptakan 

kepastian hukum. Melalui pendaftaran tanah, 

setiap bidang tanah akan memiliki identitas yang 

jelas dan tercatat secara resmi. Hal ini 

memudahkan proses pembuktian kepemilikan 

apabila terjadi sengketa. Selain itu, pendaftaran 

tanah juga memberikan perlindungan hukum bagi 

pemegang hak. Dengan demikian, masyarakat 

didorong untuk segera mendaftarkan tanah yang 

dimilikinya. Kesadaran akan pentingnya 

pendaftaran tanah harus terus ditingkatkan. 

Namun demikian, dalam realitas sosial masih 

banyak masyarakat yang belum melakukan 

pendaftaran tanah. Hal ini disebabkan oleh 

berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman 

hukum, biaya, dan prosedur yang dianggap rumit. 

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan 

antara aturan hukum dan praktik di lapangan. 

Oleh karena itu, diperlukan upaya dari pemerintah 

untuk menyederhanakan prosedur dan 

meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan 

pertanahan. Program-program seperti pendaftaran 

tanah sistematis lengkap (PTSL) merupakan 

langkah positif dalam mengatasi permasalahan ini. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

perjanjian jual beli tanah yang belum bersertifikat 

menimbulkan berbagai akibat hukum yang 

merugikan para pihak. Kerugian tersebut tidak 

hanya berupa kerugian materiil, tetapi juga 

kerugian waktu dan tenaga akibat sengketa yang 

berkepanjangan. Selain itu, ketiadaan sertifikat 

menyebabkan lemahnya posisi hukum seseorang 

terhadap tanah. Oleh karena itu, kepastian hukum 

dan perlindungan hukum menjadi sulit dicapai. 

Kondisi ini menegaskan pentingnya kepatuhan 

terhadap prosedur hukum dalam setiap transaksi 

tanah. 

Pada akhirnya, penting bagi masyarakat 

untuk memahami dan mematuhi prosedur hukum 

yang berlaku dalam transaksi tanah. Kesadaran 

hukum yang tinggi akan membantu mencegah 

terjadinya sengketa di kemudian hari. Selain itu, 



kepatuhan terhadap prosedur juga memberikan 

jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi 

para pihak. Dengan demikian, transaksi tanah 

dapat dilakukan secara aman dan tertib. Hal ini 

sejalan dengan tujuan hukum untuk menciptakan 

ketertiban, keadilan, dan kepastian dalam 

masyarakat. 

Transaksi tanah yang dilakukan secara aman 

dan tertib merupakan cerminan dari masyarakat 

yang taat hukum. Ketertiban dalam transaksi tidak 

hanya menguntungkan para pihak yang terlibat, 

tetapi juga memberikan dampak positif bagi 

sistem hukum secara keseluruhan. Dengan adanya 

ketertiban, maka potensi sengketa dapat 

diminimalisir, sehingga beban lembaga peradilan 

juga dapat berkurang. Selain itu, ketertiban juga 

menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap 

sistem hukum yang berlaku. Kepercayaan ini 

sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial dan 

ekonomi dalam masyarakat. Oleh karena itu, 

setiap individu memiliki peran dalam 

menciptakan ketertiban tersebut. 

Dalam konteks hukum agraria, prosedur yang 

harus dipatuhi dalam transaksi tanah telah diatur 

secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-

undangan. Prosedur tersebut mencakup tahapan 

yang harus dilalui sejak awal hingga akhir 

transaksi. Setiap tahapan memiliki tujuan untuk 

memastikan bahwa transaksi dilakukan secara sah 

dan tidak melanggar hukum. Dengan mengikuti 

prosedur tersebut, maka para pihak dapat 

terhindar dari berbagai risiko hukum yang 

mungkin timbul. Oleh karena itu, penting bagi 

masyarakat untuk tidak mengabaikan tahapan-

tahapan tersebut demi kepentingan jangka pendek. 

Kesadaran hukum yang tinggi juga akan 

mendorong masyarakat untuk lebih berhati-hati 

dalam melakukan transaksi tanah. Kehati-hatian 

ini dapat diwujudkan dengan melakukan verifikasi 

terhadap objek tanah, memastikan keabsahan 

dokumen, serta menggunakan jasa profesional 

seperti notaris atau PPAT. Dengan demikian, 

risiko terjadinya penipuan atau sengketa dapat 

diminimalisir. Selain itu, kehati-hatian juga 

mencerminkan sikap bertanggung jawab dalam 

menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga 

negara. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum 

yang menekankan pentingnya itikad baik dalam 

setiap perbuatan hukum. 

Di sisi lain, kurangnya kesadaran hukum 

seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang 

tidak bertanggung jawab. Mereka memanfaatkan 

ketidaktahuan masyarakat untuk melakukan 

tindakan yang merugikan, seperti penipuan atau 

penggelapan tanah. Oleh karena itu, peningkatan 

kesadaran hukum juga berfungsi sebagai upaya 

pencegahan terhadap tindak kejahatan di bidang 

pertanahan. Dengan masyarakat yang sadar 

hukum, maka ruang gerak bagi pelaku kejahatan 

menjadi semakin sempit. Hal ini menunjukkan 

bahwa kesadaran hukum memiliki peran strategis 

dalam menjaga ketertiban dan keamanan. 

Pentingnya kepatuhan terhadap prosedur 

hukum juga berkaitan dengan upaya menciptakan 

keadilan dalam masyarakat. Keadilan tidak hanya 

berarti memberikan hak kepada yang berhak, 

tetapi juga memastikan bahwa setiap orang 

diperlakukan secara sama di hadapan hukum. 

Dengan mematuhi prosedur, maka setiap transaksi 

dilakukan secara transparan dan akuntabel. Hal ini 

akan mencegah terjadinya praktik-praktik yang 

merugikan pihak tertentu. Oleh karena itu, 

kepatuhan terhadap hukum merupakan bentuk 

konkret dari upaya mewujudkan keadilan. Selain 

itu, kepastian dan perlindungan hukum yang 

diperoleh dari kepatuhan terhadap prosedur juga 

memberikan dampak positif bagi perekonomian. 

Transaksi tanah yang aman dan memiliki 

kepastian hukum akan meningkatkan kepercayaan 

investor dan pelaku usaha. Hal ini akan 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang 

berkelanjutan. Sebaliknya, ketidakpastian hukum 

dapat menghambat investasi dan menimbulkan 

kerugian ekonomi. Oleh karena itu, aspek hukum 

tidak dapat dipisahkan dari aspek ekonomi dalam 

konteks pertanahan. 

Dalam jangka panjang, budaya hukum yang 

baik akan terbentuk apabila masyarakat memiliki 

kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum. 

Budaya hukum ini akan menjadi fondasi bagi 

terciptanya masyarakat yang tertib dan 

berkeadilan. Proses pembentukan budaya hukum 

membutuhkan waktu dan usaha yang tidak sedikit. 

Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari 

berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, 

dan masyarakat itu sendiri. Edukasi dan sosialisasi 

hukum harus dilakukan secara berkelanjutan agar 

dapat mencapai hasil yang optimal. 

 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pengaturan perjanjian jual beli tanah yang 

belum bersertifikat berdasarkan KUHPerdata 

pada dasarnya tetap mengacu pada ketentuan 

umum perjanjian, khususnya syarat sah 

perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 

1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, 

kecakapan para pihak, objek tertentu, dan 

sebab yang halal. Namun demikian, dalam 

konteks hukum agraria di Indonesia, 

keabsahan perjanjian tersebut belum 

sepenuhnya menjamin kepastian hukum 

apabila tidak dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peralihan hak atas tanah melalui 



Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan 

pendaftaran sebagaimana diatur dalam 

peraturan pertanahan. Dengan demikian, 

meskipun secara perdata perjanjian tersebut 

dapat dianggap sah, secara administratif dan 

yuridis formal masih memiliki kelemahan 

dalam aspek pembuktian dan kepastian 

hukum. 

2. Akibat hukum dari perjanjian jual beli tanah 

yang belum bersertifikat terhadap para pihak 

berpotensi menimbulkan kerugian, baik dari 

segi kepastian hukum maupun perlindungan 

hukum. Perjanjian yang tidak memenuhi 

prosedur formal dapat berujung pada batalnya 

perjanjian atau tidak dapat dilaksanakannya 

peralihan hak secara sah, sehingga 

menimbulkan sengketa di kemudian hari. Para 

pihak dapat dikembalikan pada keadaan 

semula (restitutio in integrum), yang berarti 

adanya kewajiban untuk mengembalikan 

prestasi masing-masing. Selain itu, pihak 

yang beritikad baik tetap berisiko dirugikan 

akibat lemahnya posisi hukum atas objek 

tanah yang belum memiliki sertifikat. 

 

B. Saran 

1. Diperlukan peningkatan kesadaran hukum 

masyarakat terkait pentingnya mengikuti 

prosedur resmi dalam transaksi jual beli 

tanah, khususnya melalui pembuatan akta di 

hadapan PPAT dan pendaftaran hak atas 

tanah. Pemerintah dan instansi terkait perlu 

melakukan sosialisasi dan edukasi hukum 

secara berkelanjutan agar masyarakat 

memahami risiko hukum dari transaksi di 

bawah tangan, sehingga dapat meminimalisir 

potensi sengketa di kemudian hari. 

2. Pemerintah perlu memperkuat sistem 

administrasi pertanahan, termasuk percepatan 

program sertifikasi tanah serta pengawasan 

terhadap praktik-praktik jual beli tanah yang 

tidak sesuai prosedur. Selain itu, peran 

notaris/PPAT harus lebih dioptimalkan dalam 

memberikan kepastian hukum kepada para 

pihak, sehingga setiap transaksi tanah dapat 

dilakukan secara sah, aman, dan memberikan 

perlindungan hukum yang maksimal. 
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